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RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI BOBONG
TAHUN 2026

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Bobong dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Pengadilan N egeri Bobong

dalam rangka mewujudkan visi, yaitu :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Bobong Yang Agung

Dengan Misi :

3.

4.

. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bobong.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari
Keadilan di Pengadilan Negeri Bobong
Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bobong.

Meningkatkan Kredibilitas dan Trasparansi di Pengadilan Negeri Bobong.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Bobong Tahun 2026 mencantumkan

program, kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir.



RENCANA AKSI TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI BOBONG

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 100%

2. Persentase Penyedia/Pengiriman Salinan Putusan Tepat waktu oleh PengadilanTingkat Pertama 100%
kepada Para Pihak

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara 91%
tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak 4

4. Persentase pengiriman Salinan Putusan perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu 90%
oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak °

5. Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan 90%
Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, g pgrcontase penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata 50%
Transparan, Akuntabel, Responsif
dan Modern 7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan Keadilan Restoratif 10,48%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi 20%
9. Persentase perkara anak diselesaikan melalui Diversi 97%
10. Persentase perkara Perdata yang menggunakan e-Court 95%
11. Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) 85%

12. Persentase layanan perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 85%



AKSI/KEGIATAN

vm:mmm.m«m: Berkas Perkara
Penetapan Hari Sidang

Pengiriman Surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan

Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa

Minutasi/Upaya Hukum

Penangganan Perkara Banding di Pengadilan
Tingkat Pertama

Penanganan Perkara Kasasi dan PK di
Pengadilan Tingkat Pertama

Pos Bantuan Hukum

'KELUARAN

_um}m,:,.m .
Perkara
Perkara
Perkara
Perkara
Perkara
Perkara
Perkara

Org

PROGRAM

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan
Pelayanan Hukum

Program Layanan
Bantuan Hukum

KEGIATAN

.BA@ — Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 - Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 - Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 — Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 — Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 - Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 - Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049 ~ Perkara Pidana yang diselesaikan
di Wilayah Timur

1049-Layanan Pos Bantuan Hukum di
Lingkungan Badan Peradilan Umum

u,>z>

(Rp).

4,275,000
800,000

1,100,000
960,000
550,000

1,200,000
650,000
330,000

24,000,000



1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN 99%

2. Persentase Penanganan Pengaduan Yang Tepat Waktu 70%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan
Kepercayaan Publik . .
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Ditindaklanjuti 85%
4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang o
Ditetapkan 3,78%

JADWAL

AKSI/KEGIATAN KELUARAN PROGRAM ~ KEGIATAN

Pembinaan dan Pengawasan Aparatur v v _Amommﬁ:. Program Penegakan dan  1049-Peningkatan _,\_.m:m_.mam: Peradilan 10,270,000 ‘
Teknis di Lingkungan Peradilan Umum Pelayanan Hukum Umum

_.m<m:m:n0mmm3cm:chcBa_E:mxczmm: 4 ) vV v Orang Program Penegakan dan  1049-Peningkatan Manajemen Peradilan 24,000,000
Peradilan Umum Pelayanan Hukum Umum




1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73%

2. Nilai Kinerja 90%
3. Nilai Sistem Merit 200%
Terwujudnya Manajemen Peradilan
Yang Transparan dan Profesional
bl o 4. Indeks Pengelolaan Aset 3,75%
5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 94%
6. Predikat Opini Laporan Keuangan WTP

JADWAL : , _
_ KELUARAN  PROGRAM . KEGIATAN

AKSI/KEGIATAN
, (Rp)

Layanan Sarana Internal . v v V Unit/Paket Program Dukungan ‘_oi-_um:nmammz Sarana dan Prasarana \:_oofo_oo
Manajemen di Lingkungan Mahkamah Agung

Layanan Umum V v v v Layanan Program Penegakan dan  6986-Layanan Dukungan Manajemen  6,241,456,000
Pelayanan Hukum Internal

\@\ \./
Di m<m3» ni,S.H.,M.Kn.
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